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ABSTRAK[2]Kajian secara kritis terhadap ekonomi politik media mulai berkembang pesatdewasa ini, tujuan agar media tidak mengabaikan kepentingan publik, karenapublik sebagai yang melahirkan, menghidupan dan menjalankan media.Kecenderungan menipisnya kepercayaan publik terhadap media menjadi masalahkualitas dan kuantitas demokrasi di nusantara. Kajian ini bertujuan memperolehsuatu pemahaman secara utuh tentang kekuatan ekonomi, politik, media danruang publik dalam proses pemilu legeslatif dan pilpres 2014. Upayamensinergikan relasi sosial media dan kekuasaan. Bagaimana peta para pihakberkuasa secara ekonomi dan politik justru pemilik media yang terlibat dalampolitik praktis dengan kecenderungan mengabaikan kepentingan publik. Ketikaindustri media dikuasai hanya beberapa korporasi nasional dan global yangmenghegemoni publik demi kepentingan ekonomi politik menjadi masalah dalamiklim demokrasi. Metode kajian kualitatif dengan paradigma kritis dalamperspektif economy political media theory Prof.Vincent Moscow menjadi pilihan.Data diperoleh dari observasi, wawancara, dari realitas media dan publik sendiri;dalam hal ini hasil kajian mingguan melalui Atjeh Analyst Club (A2C) dan SekolahMenulis dan Kajian Media (SMKM-Atjeh), yang dilaksanakan di beberapa daerahAceh sejak 2012 sampai dengan saat ini menjadi informasi penting dalammemperkaya kajian ini, serta dokumen-dokumen pendukung. Hasil kajianmenunjukkan bahwa media sudah terjerumus terlalu dalam ke permainan politikoligarki, monopoli dan hegemoni sehingga publik berada dalam persimpangan.Wujud isi media lebih ditentukan oleh kekuatan-kekuatan politik, ekonomi pemilikdan pendapatan media. Publik memiliki hak atas informasi yang baik dan benar,lembaga-lembaga publik seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dewan Persdan lain-lain untuk lebih kritis mengawasi media. Membangun jaringanpemantauan media dan perlu partisipasi aktif publik dalam kebijakan, revisiUndang Undang (UU) Penyiaran dan RUU Konvergensi Telematika. Juga sebagaiwarga negara publik perlu mempertahankan agar media tetap menjadi salah satupilar demokrasi, jangan sampai berubah menjadi pilar dari politik oligarki.Temuan kajian ini semoga bermanfaat melahirkan kebijakan media yang benar-benar milik publik dan sekaligus dapat memperkaya temuan praktis dan teoritis.
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PENDAHULUANAnalisis kritis ini berusaha menjelaskan hasil pengamatan kecenderungan politikekonomi media dan publik dalam pemilu 2014 dengan melakukan analisisdialektik atas ideologi-ideologi, kondisi-kondisi, ekonomi, politik dan sosial budayadalam ruang publik. Tentu saja kajian ini dilakukan bersama publik dengan tujuanmemperkuat posisi kemanusiaannya, kelompok-kelompok yang ada dalam publikagar terbebas dari berbagai macam bentuk dominasi dan hegemoni. Pendekatankritis adalah metode praktis yang menggabungkan analisis dengan aksi nyata daripublik. Pendapat Hegel dalam Erich Formm; 1969, baginya pengetahuan tidakdiperoleh dalam posisi sebagai subjek-objek dimana objek dianggap sebagaisesuatu yang terpisah dari dan beroposisi dengan manusia yang mempunyaipengetahuan. Untuk mengetahui dunia, manusia harus membuat dunia menjadimiliknya sendiri.Menggunakan paradigma kritis, dimaksudkan untuk melihat suatu realita mediasecara kritis sebagai objeknya. Bahwa realita yang terjadi tidak sesuai dengan apayang sebaiknya terjadi pada publik. Sehingga secara ontologi, keberadaan realitasjuga terjadi pada diri penulis dan tentu juga terjadi di luar penulis. Kajian iniditujukan untuk membangun kesadaran kolektif demi mengubah struktur dansubstruktur untuk menjadi lebih baik. Perubahan yang ditujukan merupakanupaya untuk perbaikan pada struktur dan substruktur yang ada pada media danpublik. Dalam kajian ini, tentu unsur subjektivitas sangat tinggi karena penilaianterhadap suatu realita berasal dari penulis. Namun dalam memasukkan penilaian,penulis juga melihat penilaian dari publik pada umumnya. Penulis melihatkesesuaian dan ketepatan teori dengan praksis yang ada pada realitas. Sehingga,sesusia dengan pendapat McQuail, 2000:82, bahwa pendekatan ekonomi politikmedia merupakan sebuah kajian yang diidentifikasi sebagai kelompok pendekatankritis.Kajian ekonomi politik media yang diperkenalkan oleh Vincent Moscow dalambukunya The Political Economy of Communication, 1998, pada intinya berpijakpada pengertian ekonomi politik sebagai studi mengenai relasi sosial dankekuasaan, baik dalam produksi, distribusi dan konsumsi sumber daya atauresources. Perhatiannya diarahkan pada kepemilikan, kontrol serta kekuatanoperasional pasar media. Institusi media dianggap sebagai sistem ekonomi yangberhubungan erat dengan sistem politik. Garnham dalam McQuail, 2000:82,menyebutkan karakter utama terletak pada produksi media yang ditentukan olehpertukaran nilai isi media yang berbagai macam di bawah kondisi tekananekspansi pasar dan juga ditentukan kepentingan ekonomi politik pemilik modalserta pembuat kebijakan media. Berbagai kepentingan tersebut berkaitan dengankebutuhan untuk memperoleh keuntungan, sebagai akibat dari adanyakecenderungan monopolistis dan proses integrasi, baik secara vertikal maupunhorisontal.Sebagai contoh, realitas Industri media yang kini hanya dikendalikan sejumlahpemilik modal yang terkonsentrasi, mengarah ke oligopoli media, monopolikepemilikan media. Dari berbagai sumber diperoleh bahwa sekian banyak mediadi Indonesia, ternyata hanya dikuasai oleh 13 (tiga belas) group media besar.



Fakta ini secara global juga menunjukkan industri media massa di dunia hanyadikuasai oleh 6 (enam) perusahaan media massa yang dominan milik Yahudi.Pada tahap lanjutan, diakui bahwa adagium pengaruh media pada publik yangcukup besar, yang sangat rentan adalah dampak kepada sistem ekonomi, politik,sosial, budaya bahkan pada masalah demokratisasi. Bahwa adanya korelasidampak-pengaruh antara media yang menghasilkan sistem nilai tertentu denganproses pemaknaan hidup dan kehidupan publik. Seperti Jurgen Habermas, 1989,menyebutkan bahwa media telah membentuk wilayah yang bisa menjadi jembatankomunikasi antara piranti kekuasaan dalam hal ini negara dengan para anggotawarga sebagai publik.Sehingga menjadi menarik, mengkaji kembali media dalam perspektif ekonomipolitik media dan public dalam proses pemilu 2014 di Indonesia.
EKONOMI POLITIK MEDIAMengkaji ekonomi politik media, dengan batasan yang diberikan oleh Prof. VincenMosco dalam bukunya The Political Economy of Communication, 1998, menjadipilihan kajian ini. Mosco mendefinisikan ekonomi politik media secara sempit danluas. Secara sempit dibatasi pada kajian relasi sosial, khususnya relasi kekuasaan,yang bersama-sama membentuk produksi, distribusi dan konsumsi sumber dayatermasuk sumber daya komunikasi. Sedangkan secara luas mengkaji kontrol danpertahanan kehidupan sosial, politik ekonomi. Mosco setidaknya menawarkan tigakonsep penting untuk mengaplikasian pendekatan ekonomi politik pada kajianmedia yaitu: komodifikasi (commodification); spasialisasi (spatialization); danstrukturasi (structuration).komodifikasi berkaitan dengan proses transformasi barang dan jasa dari nilaigunanya menjadi komoditas yang berorientasi pada nilai tukarnya di pasar. Prosestransformasi ini, dalam media selalu melibatkan para awak media, publik media,pasar, dan negara apabila masing-masing diantaranya mempunyai kepentingan.Bentuk komodifikasi dalam komunikasi sendiri pada dasarnya juga ada 3 (tiga)jenis yakni; komodifikasi intrinsink/intrinsinc commodification, komodifikasiekstrinsink/extrinsinc commodification, serta komodifikasi sibernatik /cyberneticcommodification.Proses perubahan pesan dari sekumpulan data ke dalam sistem makna dalamwujud produk yang dapat dipasarkan, seperti paket produk yang dipasarkan olehmedia dengan cara pemuatan tulisan seorang penulis artikel dan iklan dalam suatupaket yang bisa di jual merupakan komodifikasi intrinsink atau komodifikasi isi.Sedangkan komodifikasi ekstrinsink/komodifikasi publik adalah proses modifikasiperan pembaca oleh perusahaan media dan pengiklan dari fungsi awal sebagaikonsumen pada media kepada konsumen publik yang bukan media. Perusahaanmedia memproduksi publik dan kemudian menyerahkannya pada pengiklan.Situsasi dan kondisi ini terjadi kerjasama yang saling menguntungkan antaraperusahaan media dengan pengiklan, dimana perusahaan media digunakansebagai sarana untuk menarik publik yang akan dijual kepada pengiklan yang akanmembayar ke perusahaan media tersebut. Sementara komodifikasi sibernetik



berkaitan dengan dasar proses mengatasi kendali dan ruang oleh media danpublik.Spasialisasi berhubungan dengan proses pengatasan atau paling tepat dikatakansebagai transformasi batasan ruang dan waktu dalam kehidupan publik. Bahwaspasialisasi merupakan proses perpanjangan institusional media melalui bentukkorporasi dan besarnya badan usaha media. Ukuran badan usaha media dapatbersifat horizontal maupun vertikal. Secara horizontal artinya bahwa bentukbadan usaha media tersebut adalah bentuk-bentuk konglomerasi dan monopoli.Sedangkan proses secara vertikal merupakan proses integrasi antara indukperusahaan dan anak perusahaannya yang dilakukan dalam satu garis bisnis untukmemperoleh sinergi, terutama untuk memperoleh kontrol dalam produksimedia.Proses untuk mengatasi hambatan ruang dan waktu dalam kehidupan olehperusahaan media dalam bentuk perluasan usaha, seperti proses integrasihorizontal, vertikal dan internasionalisasi. Pada prakteknya, integrasi horizontalini merupakan kepemilikan silang (cross-ownership) beberapa jenis media massasekaligus seperti surat kabar, majalah, tabloid, radio, TV oleh suatu groupperusahaan media besar. Sementara integrasi internasionalisasi atau globalisasidipandang dari perspektif ekonomi adalah konglomerasi ruang bagi modal yangdilakukan oleh perusahaan transnasional dan negara, yang mengubah ruangmelalui arus sumber daya dan komoditas termasuk komunikasi dan informasi.Hasilnya berupa produk transformasi literal dari peta wilayah komunikasi daninformasi yang mengaksentuasikan ruang tertentu dan hubungan antara ruang-ruang tersebut.Sedangkan strukturasi, berkaitan dengan hubungan antara gagasan agensi, prosesdan praktek sosial dalam analisa struktur. Strukturasi merupakan interaksiinterdependensi antara agen dengan struktur sosial yang melingkupinya.Strukturisasi merupakan proses penggambungan agensi manusia dengan prosesperubahan sosial ke dalam analisis struktur. Karakteristik penting dari teoristrukturisasi pada dasarnya adalah kekuatan yang diberikan kepada perubahansosial, yang menggambarkan bagaimana struktur diproduksi dan direproduksioleh agen manusia yang bertindak medium struktur-struktur. Strukturisasi inilahyang menyeimbangkan kecenderungan dalam analisis politik ekonomi media gunamenggambarkan struktur seperti lembaga bisnis dan pemerintahan denganmenunjukkan dan menggambarkan ide-ide agensi, hubungan sosial fundamentalyang mengacu pada peran para individu sebagai aktor sosial yang perilakunyadibangun oleh matriks hubungan sosial dan positioning, termasuk kelas, ras dangender.Perspektif yang ditawarkan Mosco, pada prinsipnya sangat relevan dalammengkaji keseluruhan kegiatan media dan merumuskan satu model yangholistik dari keseluruhan siklus produksi sampai penerimaannya. Kajian tentangekonomi politik media ini memang tidak menggunakan prinsip reduksionis danhubungan sebab akibat yang sifatnya linier, namun cenderung kritis dalam menilaipengetahuan yang selalu dikaitkan dengan nilai-nilai partisipasi dan kesetaraanyang penekanannya lebih besar pada aspek proses dibanding dengan masalahinstitusinya.



Konsep tersebut dapat dikaji seperti teks-teks realitas nilai-nilai kehidupan yangsakral dan tabu sekalipun misalnya keagamaan, spiritualitas, kepercayaan, apalagipolitik ekonomi dikemas ke dalam aneka tayangan media konvensional sepertitelevisi, maupun melalui konvergensi media, dengan penggabungan mediakonvensional dengan media baru/internet, merupakan sebentuk komoditas yangdibuat oleh industri media yang melahirkan industri budaya. Program mediamassa, televisi milsanyan dengan aneka tayangan; iklan, sinetron, realityshow,program remeh-temeh lainnya dan lain-lain adalah bentuk teks yang diproduksiuntuk mendapatkan keuntungan secara masif. Di tangan elit industri mediaapapun dapat dikonstruksi menjadi produk tayangan yang berdaya pikat tinggidan akan mendatangkan keuntungan dari iklan yang mereka peroleh secaraekonomi bahkan keuntungan politik.Sesungguhnya, dalam pandangan paradigma kritis, publik tengah dibendakan olehmedia. Publik hanya akan dianggap sebagai obyek pelengkap yang dihitungberdasarkan kalkulasi matematik perihal potensi keuntungan yang akan diperoleh.Hubungan antara publik dan media berlangsung secara reifikatif, karena publiksesungguhnya dikuasai oleh hukum pasar. Di dalamnya, relasi media dan publiksesungguhnya menempatkan publik sebagai komoditas atau barang yangdiperjualbelikan. Dasanya, hukum reifikasi mengandaikan bahwa sebuahkomoditas mengandung nilai fetish atau jimat. Industri media menjadikan publiksebagai komoditas yang laku diperjualbelikan dalam jalinan kepentinganakumulasi modal.Tinggi rendahnya rating otomatis menjadi semacam jimat bagipengelola media untuk menentukan nilai komoditas acara-harga yang pantasuntuk pemberlakuan sebuah space iklan. Adorno dalam Strinati 1995;57;menyebutkan nilai fetish berlangsung manakala uang menjadi tolok ukur utamadalam segitiga hubungan media terutama televisi, pengiklan, dan publik.Artinya perkembangan dari kapitalisme lanjut dengan ditandai oleh komodifikasiterhadap seluruh artifak kehidupan kebudayaan manusia oleh segelintir elitpenguasa industri media. Fenomena, relasi antara publik dan media terjalin dalamlingkup ‘publik komoditas’. Terkikisnya identitas, keterasingan, dan ketidaktahuannorma mana yang harus dipegang menyebabkan publik begitu mudah dipengaruhimedia. Media menjadi sarana pemberi identitas, menyediakan kawan,menampilkan penafsiran tentang kejadian-kejadian, dan secara tidak langsungmengarahkan publik pada pengambilan keputusan. Media juga memberi pemuasanakan kebutuhan manusia dan mempengaruhi cara berpikir. Citra- citra rekaan –simulacrum acapkali tampil melalui justifikasi bahwa sebuah karya media massadihadirkan berdasarkan kisah nyata. Penggambaran berkedok kisah nyata inilahyang menjadikannya bermasalah, karena pada dasarnya konten media bukanlahsebuah entitas obyektif.Terkadang tanpa disadari oleh publik, hanyut dalam keasyikan dan keterpesonaanterhadap tontonan tanpa mempertimbangkan lagi soal nilai-nilai yangtersembunyi di balik setiap tayangan. Puncaknya adalah berlangsungnya situasihiperrealitas publik, yang berkembang manakala media dikendalikan olehkepentingan-kepentingan ekonomi dan politik. Dalam hal ini hubungan media danpublik diwarnai dengan politik pertandaan, yaitu suatu situasi dimana teks mediamenjadi arena untuk mengendalikan publik. Dalam bahasa Baudrillard dalam



Agger, 2005: 284, model simulasi ini berhasil menebarkan wacana kekuasaan dankontrol secara langsung pada lingkungan publik. Kesadaran publik dikontrolmelalui sarana representasi untuk mengiyakan bahwa apa yang mereka tontonadalah kebenaran obyektif dan bukan sebuah rekayasa subyektif.
WAJAH MEDIA DALAM PEMILU 2014Dalam proses politik, media berperan sangat penting menyampaikan pesan - pesanpolitik kepada publik. Tujuan utama mempengaruhi publik dan mendapatkanopini publik dan memilih figur tersebut . Politisi jelas memanfaatkan politicalmarketing dalam penyampaian pesannya. Popularitas tentunya tidak cukup jikatidak dibarengi dengan track record yang baik. Popularitas merupakan tingkatketerkenalan dimata publik. Udianto 2013, menyebutkan meskipun populer belumtentu layak dipilih. Sebaliknya meskipun punya elektabilitas tinggi sehingga layakdipilih tapi karena tidak diketahui publik, maka rakyat tidakmemilihnya. Popularitas dan elektabilitas sama sekali berbeda, hanya yang satudengan lainnya saling mendukung.Diana, 2013, menyebutkan, elektabilitas adalah tingkat keterpilihan yangdisesuaikan dengan kriteria pilihan. Elektabilitas partai politik berartitingkat keterpilihan partai politik di publik. Elektabilitas partai tinggi berartipartai tersebut memiliki daya pilih yang tinggi. Untuk meningkatkan elektabilitasmaka objek elektabilitas harus memenuhi kriteria keterpilihan dan juga populer.Dengan demikian seseorang dapat menyandang popularitas yang berarti memilikitingkat keterkenalan di mata publik karena profesi yang dimilikinya, sertadidukung dengan sering munculnya di permukaan umum, seperti di televisi,internet, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Demikian halnya popularitasdalam bidang politik, seperti menjadi pemimpin partai politik, pejabat legislatif,eksekutif, dan yudikatif, sehingga ranah politik yang berlaku adalah teoriprobabilita yaitu berbagai kemungkinan bisa saja terjadi.Monaco mendefinisikan kategori popularitas berdasarkan bagaimana seseoranglahir dengan identitas barunya yang bisa diasosiasikan melalui perantaranya yangdramatik sebagai pahlawan. Situasi ini menjadi sebuah modelling bagi parapencari ketenaran seperti para politisi yang mendadak memperoleh liputansekelas selebriti dalam sepak terjang politiknya. Media menjadi lahan strategisdalam menyampaikan pesan-pesan politik kepada publik, dalam pembentukanopini publik dan dalam membangun citra politik. Tahun 2014 merupakan tahunpolitik atau pemilu, peranan media menjadi begitu dominan dibandingkan element lain, seperti komunikasi yang bersifat orasi. Citra politikseorang tokoh, dibangun melalui aneka media, terlepas dari kecakapan,kepemimpinan, dan prestasi politik yang dimilikinya.Dalam hal ini, setidaknya ada tiga alasan mengapa media menjadi pilihan politikdalam pemilu 2014, pertama, media memiliki powerfull effect untuk dapatmempengaruhi opini publik sehingga bersedia mendukung ide dan agenda politik.Menurut studi Phillipe J. Maarek dalam Malik : 999, 54, opini publik yangdikembangkan lewat media begitu kuat. Kedua, pesan media bersifatumum sehingga dapat menjangkau publik yang sangat besar dan relatif menyebarserta mampu menjangkau semua lapisan publik dengan berbagai



keragamannya. Hal ini memungkinkan partai politik melakukan penetrasipesan sampai ke pelosok-pelosok daerah yang sulit dijangkau. Ketiga, dalamdemokrasi modern, tergambar dalam pemilu 2014, kampanye politik melaluimedia merupakan cara primer, di mana partai politik dan para kandidatmelakukan promosi terhadap produk-produk politik yang akan dipasarkan.Memang pemanfaatan media sebagai sarana pencitraan politik bukanlah bebasmasalah. Pertama, terjadinya bias dalam fungsi media. Bahwa disatu sisi, mediaharus menjadi alat kontrol dan pengamat politik sehingga dapat membentuk opinidan rasionalitas publik. Tetapi disisi lain, media dimanfaatkan oleh para politisidan partai politik untuk merepresentasikan, mempromosikan danmempublikasikan dirinya, partainya kepada publik. Kedua, adanya“perselingkuhan” media dan politik akan melahirkan hegemoni media, yaitupemanfaatan media untuk memelihara kekuatan politik sebuah elit yang berkuasayang pada akhirnya berkontribusi pada pengendalian gagasan-gagasan sebuahpublik oleh orang-orang yang berkuasa. Ketiga, kolonialisasi politik oleh media,mengutip pendapat Prasojo:2004. Artinya semakin tidak jelasnya pemisahandiantara kekuasaan diantara kedua sistem, media dan politik. Bahayanyakolonialisasi politik ketika penghalalan segala cara oleh media guna menyukseskanpartai politik, sehingga pada taraf ini kedaulatan publik telah digantikan dengankedaulatan media.Hasil Penelitian Rahmat Edi Irawan, Yusa Djuyandi, dan Marta Sanjaya tentang“Peliputan Media Televisi Dalam Pencitraan Partai Politik Menjelang PemilihanUmum 2014” Universitas Bina Nusantara tahun 2013, isi berita dan iklan politikyang disajikan dari tiga stasiun televisi Metro TV, TV One dan Trans7 periodeAgustus hingga November 2012. Pada Metro TV, tercatat dari 2025 item beritayang ditayangkan “Metro Hari Ini”, terdapat sekitar 164 berita tentang PartaiNasional Demokrat, diikuti 142 item berita tentang Partai Demokrat, lalu 95item berita Golkar, 82 item berita PDIP dan 24 berita PKS. Jumlah tersebutmenunjukkan betapa banyaknya durasi yang digunakan untuk Partai Nasdem,yang kebetulan pemilik stasiun televisi tersebut, Surya Paloh merupakanorang di balik layar Partai Nasdem. Hal itu terlihat dari sebagian besar beritaNasdem yang muncul berisi acara seremonial pembentukan Partai Nasdem danorganisasi sayapnya di berbagai dearah. Sementara tingginya berita tentangPartai Demokrat lebih banyak diisi tentang terungkkapnya kasus sual yangdilakukan para politisi dari partai tersebut. Selain pengaruh dalam isi berita,Metro TV juga menerima dan menayangkan iklan Partai Nasdem yang cukupbanyak, yaitu sebanyak 110 spot iklan dalam periode waktu Agustus hinggaNovember 2012 lalu.Sementara, saingan Metro TV baik sebagai televisi berita maupun dari sisikepemilikannya, yaitu TV One, tercatat menayangkan 1712 item pada program”Kabar Petang”. Dari jumlah tersebut, item berita tentang Partai Golkar sebanyak102 item, disusul Partai Demokrat 95 item, 72 item tentang PDIP dan masing-masing 30 item berita tentang PKS dan Nasdem. Banyaknya item berita tentangGolkar pasti disebabkan kepemilikan stasiun televisi tersebut yang sepenuhnyadimiliki keluarga Bakrie, yang dipimpin Abrurizal Bakrie, yang juga merupakanKetua Umum Partai Golkar dan calon presiden dari partai tersebut untuk pemilu



tahun 2014 mendatang. Sebagian besar item berita tentang Golkar memangmerupakan berbagai hal yang dilakukan Aburizal Bakrie dalam kapasitasnyasebagai Ketua Umum Golkar dan calon presiden dari parpol tersebut.Sementara untuk item berita tentang Partai Demokrat, sama seperti dipemberitaan Metro TV juga lebih banyak diisi dengan berita kasus suap yangdilakukan pengurus partai yang didirikan Presiden SBY tersebut. Berbandingsama dengan isi pemberitaan, TV One juga tercatat menayangkan 82 iklan politikPartai Golkar dan Aburizal Bakrie dalam berbagai versi sepanjang kurun waktutiga bulan tersebut.Sedangkan, stasiun Trans7 yang tidak berafiliasi dengan partai politikmanapun, tercatat menayangkan 1008 item berita di Redaksi Sore. Tercatat 42item berita tentang Partai Demokrat, 20 item berita tentang PDIP, 18 item beritaPartai Golkar, 15 item berita PKS dan 5 item berita tentang Partai Nasdem. Catatantersebut menunjukkan tidak terlalu dominannya berita tentang partai politik ditayangan program berita di Trans7. Jumlah terbesar ada di Partai Demokrat, yangsebagian besar isinya memang tentang kejahatan korupsi yang dilakukan politisipartai tersebut.Memang media massa baik media konvensional maupun new media ataupunkonvergensi keduanya menjadi alat untuk membantu pencitraan politik, terutamaterlihat bagi partai politik yang baru. Walau new media bermunculan dalampemilu 2014 namun televisi masih dianggap sebagai media yang paling efisien danberpengaruh di publik. Meningkatnya kebutuhan publik terhadap peran ataufungsi media juga menjadi alasan bahwa saat ini hampir seluruh publikmemiliki media terutama televisi. Salah satu kebutuhan masyarakat di negarademokratis adalah tercukupinya segala informasi dalam bidang politik yangmencakup tentang segala aktivitas pemerintahan.Sekali lagi, dunia politik kontemporer sangat menggantungkan dirinya padakeberadaan tekhnologi pencitraan dalam membentuk pencitraan politik danpolitisi. Fenomena ini kemudian menimbulkan hiper-realitas dalam politik,merujuk pada realitas artifisial yang telah terdistorsi. Istilah hiper-realitaspertama kali digunakan oleh Jean Baudrillard, seorang sosiolog Prancis, dalambukunya In the Shadow of the Silent Majorities, 1983, untuk menjelaskanperekayasaan dalam pengertian distorsi makna didalam media.Yasraf Amir Pilliang, dalam bukunya Transpolitika 2005, menyebut hiper-realitassebagai penciptaan realitas yang tidak lagi mengacu pada realitas di dunia nyatasebagai referensinya, sehingga ia menjadi semacam realitas kedua atau secondhand reality yang referensinya adalah dirinya sendiri. Hiper-realitas, menurutPilliang, tampil seperti realitas yang sesungguhnya, padahal ia adalah realitasartifisial, yaitu realitas yang diciptakan lewat tekhnologi simulasi. Sehingga, padatingkat tertentu, ia tampak dipercaya sebagai lebih nyata dari realitas yangsesungguhnya.Menciptakan sebuah kondisi, yang didalamnya citra dianggap sebagai “realitas”,kesemuan dianggap kenyataan, kepalsuan dianggap kebenaran, isu lebih dipercayadari ketimbang informasi dan rumor dianggap lebih benar ketimbang kebenaran.Dalam keadaan hiperealitas ini, kita tidak sadar lagi bahwa apa yang kita lihat



sebagai suatu kenyataan tersebut sebetulnya adalah konstruksi atau rekayasarealitas.Model politik seperti inilah yang kini sedang dikembangkan, yang lebihmenekankan pada citra dan simulasi ketimbang realitas, dimana rekayasa citraindividu kontestan menjadi lebih penting daripada platform dan isu yangdiperjuangkan partai. Hal ini pada akhirnya menimbulkan aspek-aspek yangberdampak pada rekayasa citra. Bahkan dengan metode hiper-realitas, ‘politisikorup’ bisa dipasarkan dalam kemasan seorang pahlawan dari masa lalu yangtidak berhubungan sama sekali dengan masa kini. Mereka merekayasa citra diri,dengan menampilkan citra diri yang sangat positif, sehingga dapat menggerakkanpublik untuk dengan sukarela mengangkatnya dan tentu saja memilih dalampemilu 2014. Sehingga sulit bagi publik dalam membedakan mana politis korupyang telah menggerogoti keuangan negara untuk memperkaya dirinya-kelompoknya misalnya dengan pahlawan yang telah mengorbankan dirinya dankelompoknya untuk bangsa dan negara.Richard Falk 1995, dalam karyanya On Humane Government: Toward A NewGlobal Politics menyebutkan tiga kekuatan dalam era globalisasi: state, market dancivil. Apabila market dan state bersatu menghadapi civil society, akan terbentukinhuman governance. Agar terbentuk pemerintahan yang human governance,maka civil society mau tidak mau harus bekerjasama dengan market.
PUBLIK DAN LITERACY MEDIAFrank Biocca, 1998, artikelnya yang berjudul Opposing Conceptions of theAudience:The Active and Passive Hemispheres of Communication Theory,menerangkan beberapa jenis publik. Pertama adalah selektifitas. Publik aktifdianggap selektif dalam proses konsumsi media yang mereka pilih untukdigunakan. Kedua adalah utilitarianisme, dimana publik aktif mengkonsumsimedia dalam rangka suatu kepentingan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuantertentu yang mereka miliki. Ketiga adalah intensionalitas, penggunaan secarasengaja dari isi media. Keempat adalah keikutsertaan atau involvement, atau usahapublik secara aktif berfikir mengenai alasan mereka dalam mengkonsumsi media.Kelima, publik aktif dipercaya sebagai komunitas yang tahan dalam menghadapipengaruh media- impervious to influence, atau tidak mudah dibujuk oleh mediamassa.Publik dalam menerima pesan-pesan, sering menempatkan diri dalam posisi yangberbeda-beda sesuai dengan kode-kode pembacaan yang mereka jalankan. StuartHall, 1981, mengajukan tiga macam kode yang biasanya diikuti: dominant codeyaitu publik menerima makna-makna yang disodorkan oleh media, negotiatedcode yaitu publik tidak sepenuhnya menerima makna-makna yang disodorkan tapimereka melakukan negosiasi dan adaptasi sesuai nilai-nilai yang dianutnya danoppositional code dimana publik tidak menerima makna yang diajukan danmenolaknya.Media massa pada dasarnya dilahirkan, dihidupkan dan dijalankan oleh publikatau rakyat. Negara yang melahirkan payung hukum, pasar ekonomi yang



menghidupkannya dan sekali lagi publik sebagai pemiliknya. Keseimbangan dansinergisitas ranah media diantara tiga kepentingan besar; negara/politik, pasarekonomi dan publik menjadi penting. Mengingat, pertama, menipisnyakepercayaan publik terhadap wujud dan isi media dewasa ini. Wujud isi medialebih ditentukan oleh kekuatan-kekuatan politik, ekonomi pemilik dan pendapatanmedia itu sendiri, hal ini akan berimplikasi pada kualitas dan kuantitas demokrasidi nusantara. kedua, lemahnya literasi media/melemahnya kekuatan ataukeberdayaan publik terhadap semua produk sajian media. Ketiga, kecenderunganbersatunya kepentingan negara/politik dengan pasar ekonomi media yangmeminggirkan kepentingan public dan keempat, menguatnya pasar ekonomimedia, yang bahkan dapat melemahnya kekuatan Negara. Dalam hal ini pihak yangsenantiasa diuntungkan tentu saja media massa, publik akan tetap dieksploitasi,dikomodifikasi, untuk dijual dengan harga mahal keperusahaan iklan.Mesti diakui, media massa selain membawa dampak positif bagi kehidupan publik,juga membawa dampak negatif bagi publik. Pesatnya pertumbuhan media dewasaini memang di satu sisi membanggakan dengan banyaknya pilihan media.Informasi yang dapat dikonsumsi dan diakses publik kapan saja dan dimana saja.Namun sisi lain, lahirnya media dengan berbagai bentuk, jenis dan tujuan serta isiyang disuguhkan juga mempunyai dampak negatif bagi kehidupan politik publik.Bahkan dapat menjerumuskan publik semakin tidak berdaya, dengan melahirkanbudaya prakmatisme dan konsumtif dalam proses pemilu 2014 misalnya. Selainitu, budaya pop, budaya rendah, dengan nilai-nilai materialistis, individualisme,hedonistik, melalui hiburan-hiburan kurang mendidik, tidak berbobot,memanjakan selera sesaat, bahkan terkesan membodohi dan memperalat publik.Termasuk hadirnya pasar kapitalisme neoliberal yang dapat menciptakanancaman bagi nilai-nilai budaya nusantara, nilai-nilai multikultural yang hendakdibangun. Keprihatinan ini terhadap dampak negatif dan dominasi media dalamkehidupan politik publik bukan hanya diperdebatkan atau dimonopoli negara-negara berkembang dengan pertumbuhan industri media begitu pesat sepertinegara ini. Bahkan negara-negara maju juga menghadapi permasalahan serupa.Karena memang, media massa bukan ruang hampa yang bebas nilai. Media adalahajang kontestasi antara berbagai kepentingan yang berusaha merebut ruang publikbahkan memonopoli dan menghegemoni ruang publik.Solusi dalam menghadapi booming media massa yang cenderung menyajikanwujud isi yang dapat membawa dampak negatif bagi public dengan melek mediaatau media literacy dengan perspektif inokulasi. Perspektif Inokulasi menjadi salahsatu pilihan atau solusi bagi public dalam menghadapi pesatnya arus media massa.Dan Inokulasi menjadi salah pendekatan komunikasi yang populer dewasa ini.Publik perlu diinokulasi dengan suntikan imunitas melek media tertentu. SehinggaPublik akan terhindar dari dampak negatif atau virus negatif dari produk media.Inokulasi merupakan sebuah tindakan intervensi dalam melindungi public daribahaya virus negative media.Konsep yang ditawarkan oleh Livingstone, 2003, yaitu media literacy. Melek mediadikonsepkan sebagai keterampilan untuk memahami sifat komunikasi, khususnyadalam hubungannya dengan telekomunikasi dan media massa. Konsep iniditerapkan pada beragam gagasan yang berupaya untuk menjelaskan bagaimana



media menyampaikan pesan-pesan politik, dan mengapa demikian. Publik, kontakdengan media menjadi sesuatu yang esensial tak terhindarkan. Melek mediamerupakan sebuah keterampilan yang diperlukan oleh public dalam berinteraksisecara layak, wajar, cerdas, kritis, dan tentu dengan rasa percaya diri yang tinggiketika berhadapan dengan media.Kemampuan publik dalam melihat, membaca, menonton, mendengar, menulis,secara kritis dengan kemampuan menggunakan berbagai teknologi komunikasiyang ada. Oleh Livingstone, konsep ini dijabarkan dalam beberapa kriteria antaralain; kecakapan untuk membaca dan memahami isi media secara subjektif, yangmeliputi: kecakapan untuk memahami ragam karakteristik media dalammenyampaikan informasi, kecakapan untuk menganalisis, mengevaluasi, dansecara kritis memeriksa media dalam sebuah konteks sosial, serta memilihinformasi yang disampaikan oleh media, kecakapan untuk mengakses danmenggunakan media, kecakapan untuk menyeleksi, mengoperasikan, dan secaraaktif memanfaatkan perangkat-perangkat media dan kecakapan untukberkomunikasi melalui media, khususnya suatu kecakapan komunikasi interaktifselanjutnya kecakapan untuk mengekspresikan gagasan-gagasan pribadi melaluimedia dengan suatu cara yang dapat dipahami oleh penerima pesan.Tujuan utama adalah agar publik tidak galau atau gamang ketika berhadapandengan media, dengan tidak menganggap media segalanya dalam kehidupan ini,menjadikan publik tidak tunduk di depan media, maka dengan demikian dapatmemanfaatkan media sesuai dengan keperluannya public.Selanjutnya sebagai landasan tentang melek media atau media literacy bagi public,perlu dipahami konsep-konsep dasar dari melek media tersebut, antara lain:bahwa pada dasarnya semua media hasil konstruksi. Media tidak menampilkanrefleksi rill dari realitas eksternalnya. Media menampilkan hasil konstruksinyaterhadap realitas yang sudah diatur secara sedemikian rupa dengan proses yangrumit sesuai dengan kebijakan dan pilihan media massa, artinya melek media inimencoba melakukan dekonstruksi atas konstruksi realitas dari media terutamarealitas politik yang ditampilkan dalam pemilu 2014.Melek media, bermaksud menanamkan kesadaran publik bahwa medialah yangselama ini telah mengonstruksi realitas, bukan public sendiri. Melek mediaberupaya mengembalikan kuasa konstruksi realitas yang selama ini dilakukan olehmedia, kepada public sendiri selaku pemilik realitas. Melek media, akanmemahami bagaimana media melakukan proses konstruksi realitas, sehinggapublic bisa mengenali preconstruction reality atau realitas yang belumdikonstruksi oleh media. Melek media, public menegosiasikan makna dalam media.Memberikan makna yang berbeda pada apa yang diperolehnya dari media. Setuju,tidak setuju, tidak berpendapat, semua adalah bagian dari proses negosiasi publikpada media, tentu didasarkan pada latar belakang nilai-nilai yang dianut, budaya,keluarga, preferensi sikap, faktor gender, dan lain-lain.Publik melek media akan bertanya secara mendalam seputar kepemilikan, kontrol,dan efek-efek terkait, kekuatan sosial-politik-ekonomi yang menentukan isi mediatertentu. Ada kesadaran bahwa media berisi pesan-pesan bersifat ideologis dengannilai-nilai tertentu, dengan pemahaman tidak ada media yang bersifat netral, selalu



berada dibalik bayang-bayang konsumerisme, penguatan stereotip tertentu,mempertahankan status quo budaya tertentu, politik tertentu, peneguhan peranpolitis dan ideologi partai tertentu. Adanya kesadaran bahwa media memilikiimplikasi sosial politik, ajang kontestasi kekuatan sosial politik. Media punyakekuatan yang bisa mengarahkan opini publik pada isu-isu tertentu. Media mampumenggiring opini publik pada kemenagan salah satu kandidat dalam pemilu 2014dengan terpaan pesan-pesan politik secara terus menerus kepada publik.Ditambah lagi, dengan perkembangan teknologi media baru menghasilkanperubahan besar dalam pengalaman politik publik. Media baru yang dirancanguntuk meningkatkan jangkauan, kecepatan dan efisiensi komunikasi manusia,memiliki potensi untuk memperkuat dan meningkatkan mutu demokrasi jugasebaliknya. Media baru membawa dampak yang siginifikan terhadapperkembangan politik dan demokrasi. Asumsinya bahwa demokrasi dapatterpelihara karena ada partisipasi politik warga negara yang aktif dan peduliterhadap masalah-masalah kewargaan. Media baru merupakan sarana perantarayang baru, segi waktu, manfaat, produksi, dan distribusinya dengan meninggalkanteknologi yang masih bersifat analog, mekanik, boros energi, tidak ramahlingkungan. Dengan karakteristik dapat dimanipulasi, bersifat jaringan, padat,mampat dan interaktif.Teknologi komunikasi dan informasi telah merubah dunia media di Indonesia dariteknologi telekomunikasi konvensional yang bersifat massif sudah mampudigabungkan dengan teknologi komputer yang bersifat interaktif. Sistem analogtergantikan oleh sistem digital, dengan konvergensinya. Konvergensi atau newmedia merupakan bergabungnya media telekomunikasi tradisional denganinternet sekaligus. Komputer dapat difungsikan sebagai pesawat televisi, atautelepon genggam dapat menerima suara, tulisan, data maupun gambar tigadimensi (3G). Dalam dunia penyiaran, digitalisasi memungkinkan siaran televisimemiliki layanan program seperti laiknya internet. Cukup dengan satu perangkat,seseorang sudah dapat mengakses surat kabar, menikmati hiburan televisi,mendengar radio, mencari informasi sesuai selera, dan bahkan menelponsekalipun.
KESIMPULANPertama, kajian ekonomi politik media, perlu memahami tiga konsep pentingdalam aplikasinya yaitu: komodifikasi (commodification); spasialisasi(spatialization); dan strukturasi (structuration). Media secara ekonomi dan politikjuga berpeluang menciptakan hegemoni, monopoli, kapitalisme lanjut,konglomerasi, kelompok dominan baru yang akan menjadi penguasa pasar publik.Sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik kelompok tertentu untukmenyebarkan gagasan-gagasan politik secara lebih leluasa melalui mediakonvensional maupun media konvergensi. Pemodal yang berafiliasi dengankelompok politik, dapat memberi peluang yang labih terbuka untukmentransformasikan gagasan politik tertentu untuk meraup suara publik.Sehingga media, telah menjadi medium hegemoni baru bagi kekuatan-kekuatanpolitik dan ekonomi untuk meraih keuntungan sepihak. Konfigurasi kekuatansemacam ini dapat mengancam terselenggaranya kehidupan demokrasi,



karenanya, hakikatnya suara publik cenderung akan dikendalian oleh kekuatandominan dari pemilik modal sekaligus kelompok kepentingan.Kedua, perlu dikembangkan media literacy, dengan pendekatan inokulasi.Inokulasi merupakan salah satu pendekatan komunikasi yang populer. Asumsinya,jika akan berhadapan dengan pesan-pesan persuasif media, publik perludiinokulasi dengan diberi suntikan imunitas. Dengan demikian, publik tidak akanjatuh menjadi korban media. Media literacy adalah keterampilan untuk memahamisifat komunikasi, khususnya dalam hubungannya dengan media massa. Medialiteracy adalah sebuah keterampilan yang diperlukan oleh publik gunaberinteraksi secara layak dengan media, dan menggunakannya dengan rasapercaya diri. Keterampilan-keterampilan ini sesungguhnya memang dianggappenting bagi siapa saja. Namun target utama media literacy adalah kaum mudayang berada dalam proses peneguhan mental dan fisik. Publik memilikiketrampilan literacy yang diperluas pada seluruh bentuk pesan, termasuk menulisdan membaca, berbicara dan menyimak, menonton secara kritis, dan kemampuanuntuk menulis sendiri pesan-pesan dengan menggunakan berbagai teknologi.Media literacy adalah semacam code of conduct bagi masyarakat di Era Informasi.Selanjutnya media diharapkan tidak terjerumus terlalu dalam ke permainan politikoligarki, monopoli dan hegemoni. Publik, perlu menyadari bahwa konglomerasimedia adalah persoalan ekonomi-politik. Perlu kritis terhadap semua semua mediakonglomerasi. Publik memiliki hak atas informasi yang benar, maka lembaga-lembaga publik semacam Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dewan Pers daninstitusi terkait lainnya untuk lebih kritis mengawasi agar tidak bias kepentinganpemilik media. Membangun jaringan pemantauan media, partisipasi aktif publikdalam kebijakan, revisi Undang Undang (UU) Penyiaran dan RUU konvergensiTelematika. Juga sebagai warga negara publik perlu mempertahankan agar mediamassa tetap menjadi salah satu ketiga demokrasi, jangan berubah menjadi pilardari politik oligarki.Untuk itu melek media bagi public mendesak dilakukan, dalam ranah informalmaupun formal. Dalam ranah formal dapat diwujudkan melalui lembaga-lembagapendidikan dalam semua tingkatan. Dengan harapan tidak hanya dilakukan secaratemporer namun dilakukan secara regular terstruktur. Memperbanyak forum-forum diskusi, seminar, sosialisasi media konvensional maupun media baru perludilakukan pada semua lapisan publik, terutama generasi muda. Juga dapatdilakukan dengan memasukkan pelajaran literasi media ke dalam kurikulumsekolah-sekolah, pada semua tingkatan sekolah termasuk perguruan tinggi khususpada jurusan yang belum memasukkan matakuliah literasi media.
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